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A. Kesimpulan   
Berdasarkan analisis yang diperoleh dari hukum positif, bahan 
kepustakaan dan wawancara dalam Bab II, maka melalui rumusan masalah 
penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut : 
1. Pada prinsipnya, Polri wajib memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh 
tersangka sesuai KUHAP dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang 
Hak Asasi Manusia, tujuannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi 
tersangka. Adanya Pasal 16 Ayat (1) a Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 
tentang POLRI merupakan dasar kepolisian dalam melaksanakan 
penangkapan. Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM 
merupakan hal yang mendasari bahwa seorang tersangka tidak 
didiskriminasi, melihat seorang tersangka juga masih memiliki hak asasi 
dan berhak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang. Hal tersebut 
menunjukan Polri harus mempertanggungjawabkan tindakan yang 
dilakukan oleh oknum-oknumnya terhadap tersangka yang ditangkap tanpa 
didasari bukti permulaan yang cukup. Tersangka yang ditangkap tanpa 
didasari bukti permulaan yang cukup dapat menuntut instusi kepolisian 
melalui lembaga praperadilan dan menggugat ganti kerugian serta 







tindakan oknum kepolisian kepada Kepala Unit yang anak buahnya 
melakukan penangkapan tidak sesuai dengan prosedur dalam undang-
undang. Tersangka juga dapat melaporkan penyidik tersebut kepada 
Propram. 
Dalam hal ini penyidik merupakan bagian dari lembaga kepolisian 
yang bertugas melakukan penyidikan dan diantara wewenangnya ialah 
melakukan penangkapan yang sudah diatur dalam undang-undang. Maka 
dari itu Polri harus bertanggung jawab atas aparat yang menjadi bagian 
lembaga kepolisian. 
2. Kendala yang dihadapi Polri dalam melakukan pemenuhan ganti kerugian 
dan rehabilitasi ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia kurang 
maksimal dalam inisiatif untuk memenuhi ganti rugi dan rehabilitasi yang 
diminta oleh tersangka. Melihat banyaknya di daerah-daerah lain yang 
seringkali terjadi suatu tindakan salah tangkap, banyak beban ganti kerugian 
serta rehabilitasi tersebut yang harus ditangani oleh lembaga kepolisian. 
Maka dari itu tidak dapat secara langsung tuntutan tersebut dipenuhi oleh 
lembaga kepolisian.  
Disisi lain tersangka yang melapor kepada Propam dan menutut secara 
langsung kepada penyidik yang melakukan tindakan salah tangkap maka 
pemenuhan ganti kerugian tidak ditujukan kepada lembaga kepolisian tetapi 
ditujukan kepada oknum yang melakukan tindakan salah tangkap (error in 







tersebut harus menanggung sendiri biaya yang diajukan oleh tersangka. 
Banyak oknum kepolisian yang masih terkendala dalam hal keuangan untuk 
mempertanggungjawabkan ganti kerugian yang diminta oleh tersangka.  
 
B.  Saran 
Bagi oknum kepolisian seharusnya berhati-hati dalam melaksanakan 
wewenangnya. Ada baiknya penyidik melakukan penyelidikan terlebih dahulu 
agar terhindar dari tindakan salah tangkap yang dapat merugikan tersangka dan 
melanggar hak asasi manusia. Dengan adanya penelitian ini, pihak lembaga 
Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya yang bertanggungjawab atas 
semua tindakan yang dilakukan oleh aparatnya agar kerugian dan nama baik 
tersangka dapat dikembalikan serta dipulihkan. Melihat akibat dari salah tangkap, 
seringkali ada kendala yang dihadapi instutsi kepolisian dalam memenuhi ganti 
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